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BUPATI BANGGAI KEPULAUN 

PROVINSI SULAWESI TENGAH 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 

NOMOR  2  TAHUN  2015 
 

TENTANG 
 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  

TAHUN ANGGARAN 2014 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 184 ayat (1) 

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang–Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan 

yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling 

lambat 6 (enam) Bulan setelah Tahun Anggaran berakhir; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 

Anggaran 2014; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989); 

4. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai 

Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang–

undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 

Undang–Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai 

Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3966); 

6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

7. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389); 

8. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

4400); 

9. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4421 ); 

10. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang–undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  5679); 

11. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

12. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4090); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang  

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga atas Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005  tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

20.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 199, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5219); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 

Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang 

Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai  Kepulauan  Tahun 

2008 Nomor 17); 

27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai 

Kepulauan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014 Nomor 1 ); 
 

Dengan persetujuan bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 

dan 

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 

ANGGARAN 2014. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah  ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah  Kabupaten Banggai Kepulauan. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan. 

4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, yang 

selanjutnya disingkat DPPKA adalah DPPKA Kabupaten 

Banggai Kepulauan. 

5. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. 

6. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang 

hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan 

anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. 

7. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara 

ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun 

berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka 

pelaksanaan APBN/APBD. 

8. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang 

menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan selama suatu periode. 

9. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi 

keuangan Pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana 

pada suatu tanggal tertentu. 

10. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan arus 

kas masuk dan keluar selama suatu periode, serta posisi kas 

pada tanggal pelaporan. 

11. Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak 

terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan 

informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan 

dalam rangka pengungkapan yang memadai. 

12. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut 

SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah. 

13. Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang 

dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk 

memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian 

efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan 

keuangan Pemerintah. 

14. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik 

dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain 

untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi 

sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi 

pemerintah. 

15. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari 

satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan 

keuangan. 

16. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna 

Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi 

dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada 

Entitas Pelaporan. 
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17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala 

badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang 

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 

bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

18. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga 

pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada 

Gubernur/Bupati/Walikota dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas 

daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, dan satuan 

polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah. 

19. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas 

untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah. 

20. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan 

Kerja Perangkat Daerah. 

21. Perusahaan Negara/Daerah adalah badan usaha yang 

seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah 

pusat/daerah. 

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya 

disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah. 

23. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU, 

adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk 

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 

penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa 

mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan 

kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 

produktivitas, yang pengelolaan keuangannya 

diselenggarakan sesuai dengan peraturan pemerintah terkait. 

24. Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan adalah dana APBN 

yang alokasikan kepada Menteri Keuangan/Bendahara 

Umum Negara sebagai Pengguna Anggaran selain yang 

dialokasikan untuk Kementerian Negara/Lembaga, yang 

dalam pelaksanaannya dapat diserahkan kepada 

Kementerian Negara/Lembaga/pihak lain sebagai kuasa 

Pengguna Anggaran. 

25. Dana Tugas Pembantuan adalah anggaran yang disediakan 

sehubungan dengan penugasan tertentu dari pemerintah 

pusat kepada daerah dan/atau desa disertai kewajiban 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya 

kepada pimpinan lembaga terkait. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP 
 

Pasal 2 
 

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan 

Keuangan  memuat: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 
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b. Neraca; 

c. Laporan Arus Kas; 

d. Catatan atas Laporan Keuangan; 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilampirkan dengan Laporan Kinerja dan Iktisar Laporan 

Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 
 

Pasal 3 
 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 

huruf a, sebagai berikut: 

a. Pendapatan Rp 481.885.248,000,00 

b. Belanja Rp 486.705.748.610,74 

 Surplus / deficit Rp 36.277.179.555,74 

c. Pembiayaan 

- Penerimaan Rp 74.338.907.251,36 

- Pengeluaran Rp  1.500.000.000,00,- 

 Surplus / deficit Rp 72.838.907.251,36 

 

Pasal 4 

 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 2, sebagai berikut: 

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah                       

Rp 4.820.500.610,74 dengan rincian sebagai berikut: 

a.  Anggaran Pendapatan Rp 481.885.248.000,00 

 setelah Perubahan 

b. Realisasi  Rp 486.705.748.610,74 

 Selisih Lebih / (Kurang) Rp     4.820.500.610,74 

 

2. Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah                               

Rp (104.295.586.196,36) dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran Belanja Rp 554.724.155.251,36 

 setelah Perubahan 

b. Realisasi Rp 450.428.569.055,00 

 Selisih Lebih / (Kurang)

 Rp(104.295.586.196,36) 

 

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/deficit sejumlah                   

Rp 109.116.086.807,10 dengan rincian sebagai berikut : 

a. Surplus / defisit Rp 36.277.179.555,74 

 setelah perubahan 

b. Realisasi Rp 72.838.907.251,36

 Selisih lebih / (Kurang) Rp 109.116.086.807,10 

 

4. Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan pembiayaan 

sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan  Rp  74.338.907.251,36 

 Setelah perubahan 

b. Realisasi Rp  74.338.907.251,36 

 Selisih Lebih / (kurang)  Rp  0,00 
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5. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan 

sejumlah  Rp 0,00,- dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran Pengeluaran  Pembiayaan Rp 1.500.000.000,00,- 

 Setelah perubahan 

b. Realisasi Rp 1.500.000.000,00,- 

 Selisih Lebih / (kurang) Rp  0,00- 

 

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah                  

Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran  Pembiayaan Neto Rp 72.838.907.251,36 

b. Realisasi Rp 72.838.907.251,36 

 Selisih Lebih / (kurang) Rp 0,00 

 

Pasal 5 

 

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, per 31 

Desember Tahun 2014 sebagai berikut : 

a. Jumlah Aset Rp. 1.491.125.161.443,97 

b. Jumlah Kewajiban Rp. 5.846.607.895,50 

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 1.485.278.553.548,47 

 

Pasal 6 

 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c 

untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 

2014 sebagai berikut : 

a. Saldo Kas awal per 1 Januari Tahun 2013 Rp   

76.156.416.175,50 

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp 

155.864.785.694,74 

c. Arus kas dari aktivitas investasi aset Rp(119.587.606.139,00) 

 non keuangan 

d. Arus kas dari aktivitas Pembiayaan Rp (1.500.000.000,00) 

e. Arus kas dari aktivitas Non Anggaran Rp 46.003.058,86 

f. Saldo kas akhir per 31 Desember Thn 2014 Rp 110.979.598.790,10 

 

Pasal 7 

 

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pasal 2 

huruf d, Tahun Anggaran 2013 memuat informasi baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif atas pos–pos laporan keuangan. 

 

Pasal 8 

 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud 

pada pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, 

sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, 

yang terdiri dari : 

a. Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran. 
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b. Lampiran 1.1 : Rekapitulasi Laporan Perhitungan 

Pendapatan 

 Lampiran 1.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran 

menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan. 

 Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi Anggaran Belanja 

Daerah menurut Urusan Pemerintah 

daerah, organisasi program dan kegiatan. 

 Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi Anggaran Belanja 

Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan 

Urusan Pemerintah Daerah dan fungsi 

dalam kerangka Pengelolaan Keuangan 

Negara. 

 Lampiran 1.5 : Daftar Piutang Daerah. 

 Lampiran 1.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah. 

 Lampiran 1.7 : Daftar realisasi penambahan dan 

pengurangan asset lainnya. 

 Lampiran 1.8 : Daftar Kegiatan–kegiatan yang belum                                                          

diselesaikan sampai akhir tahun dan 

dianggarkan kembali dalam Tahun 

Anggaran berikutnya. 

 Lampiran 1.9 : Daftar dana cadangan daerah. dan 

 Lampiran 1.10 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi 

Daerah 

b. Lampiran II : Neraca 

c. Lampiran III : Laporan Arus Kas 

d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan 

 

Pasal 9 

 

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

1 ayat  (2), terdiri dari : 

a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan 

Daerah ini. 

b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / 

perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI Peraturan 

Daerah ini. 
 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 10 
 

Penjabaran lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

Pasal 11 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. 

 

 

Ditetapkan  di  Salakan 

pada  tanggal 22 September 2015 

 

 

 

 

LANIA  LAOSA 

 

 

 

Diundangkan  di  Salakan 

pada  tanggal 23 September 2015 

  

                  SEKRETARIS  DAERAH   

      KABUPATEN  BANGGAI  KEPULAUAN, 

 

 

 

                

                  SUDIRMAN SALOTAN 

 

LEMBARAN  DAERAH   KABUPATEN   BANGGAI  KEPULAUAN 

TAHUN  2015  NOMOR 2 
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PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 

NOMOR  2  TAHUN 2015 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2014 

 

I. PENJELASAN UMUM 

 

   Dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah melalui pelaksanaan 

Anggaran Pendapapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014, Kepala 

Daerah wajib menyampaikan Laporan Keuangan berupa pertanggungjawaban 

pelaksanaan Anggaran Pendapapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

 Melalui Peraturan Daerah ini telah diatur mengenai 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang 

meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan 

Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Kerja dan 

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.  

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

 Pasal 1 

  Cukup Jelas 

 Pasal 2 

  Cukup Jelas 

 Pasal 3 

  Cukup Jelas 

 Pasal 4 

  Cukup Jelas 

 Pasal 5 

  Cukup Jelas 

 Pasal 6 

  Cukup Jelas 

 Pasal 7 

  Cukup Jelas 

 Pasal 8 

  Cukup Jelas 

 Pasal 9 

  Cukup Jelas 

 Pasal 10 

  Cukup Jelas 

  

 


